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“Opini yang diberikan pemeriksa,
termasuk WTP, merupakan
pernyataan profesiona[ mengenai
kewajalan .apo:an keuangan,
bukan jaminan tidak adanya
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bar Patut Dicurigai

“Tentu tidak seluruh status WTP
bermasalah, tetapi patut
dipertanyakan. Di sini peran KPK
untuk melakukan recheck status
WTP. Yang jelas, WTP-WTP
sekarang patut dicurigai.”

FERI AMSARI
Direktur Pusako Unand

penyimpangan.
<ISMA YATUN

Anggota BPK RI

PADANG, HALUAN — Operasi
Tangkap Tangan (OTT) Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
terhadap dua auditor Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK), juga menuai
berbagai taggapan di Sumbar.
OTT itu terkait dengan pem-
berian predikat Wajar Tanpa Pe-
ngecualian (WTP) pada Kemen-
terian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Ke-
mendes PDTT). Pasalnya, Sumbar
Jjuga mendapatkan WTP di tengah
adanya dugaan penyimpangan 30
item dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) 2016.
Pakar Hukum Tata Negara dari
Universitas Andalas, Feri Amsan
menilai, WTP yang diperoleh

>> WTP SUMBAR hal 07

Pemprov Sumbar sekaran
dicurigai. Kecurigaan terhadap W b
atkan Pemprov Sun

i
itar Rp4S miliar dana menyimpang
dari 30 item temuan pada LPKD
Karena itu, menurutnya, penyim-
pangan d 5
harus diusut karena hal ter
merupakan indikasi yang salah dengan
status WTP yang diterima Pemprov
Sumbir. “Tentu tidak seluruh status
WTP bermasalah, tetapi patut diper-
tanyakan. Di sini peran KPK untuk
melukukan recheck status WTP. Y
jelas, WTP-WTP sekarang patut
dicurigar” utur Direktur Pusat Studi
Konstiwsi (Pusako) Unand tersebut
Sl mdmm pesan Whats.
App, Senin (2

I ,v\un,vukuul pendapatoya de-
ngan mengatakan bahwa WTP hanya
hasil audiC Hisil audit yang dilakukan
BPK bisa saluh. termasuk hasil andit
yang dilakukan BPKP di internal
provinsi

Suat ditanya adakah cara lain

audit pengelolaan keuangan
emda sclain BPK dan BPKP, Feri
mengatakan, cara lainnya adalah
melalui penyidikan apardt penegak
hukum

10 apa pun
Terkait Pempr
memperoleh WP, tetapi 4
penyimpangan pemakaian
gl it ya, Kadangkal
publik merasakan korupsi tegjadi di
Suatu lembaga, telapt statusnyi tetap
WP ucapnya
Sementara itu, kata Feri, pemda
yang mendapatan predikat non-WP
akan mer uknya
pidand. Aparat hukum bisa menj
menjadikan audit dari BPK
Shodine v
S BPK RI Perwa-
terkait kasus Surat
nzjawaban Fiktif atau yang
asus SPY Fikdf di
Dinas Prasarana Jalan. Tata Ruang dan
Pemukiman (Disprasjaltarkim) Sum-
bar, sekarang Dinas Pekerjaan Unium
dan Perumiahan Rakyat (PUPR) sebe-
sar Rpa3 miliar
Menurut Kepala Kantor BPK RI
Perwakilan Sumbar,
Hedueor i Kantor
Sulaiman Nomor 5+, Padin
(26/1) tatu
BPK RI Perwakifan Sumba
menyerakan kasus ini ke BE
Karena temuannya t
1 Rpl mil
ini sudah menjadi kewes
Bahkan tim initelah mulai bekerja dati
Desember stk menyelidii kasus
SPj fiktit ini. Ini pun sudah pengajuan
Keduet untuk perpanjangan ugasiy.
Sumbar,” kata Eliza di dampingi Ko

un

Auditorat Sumatera Barat L. Indria
Syzinia

Kepala  Sekretariat
an, Zainal Arif Budiman, dan

Eliza menyebutkan terkait d
s ini maka status Wajar
dian (WTP) yang didapat
Pemprov Sumbar bisa saja turun, Hal

Pengect

kejanggalan akhirnya dirunut ke
belakang dari tahun anggaran 2013 dan
2014, khususny
beffasan lahan Jalan Samudera
dan Junction flyover Padung Pariaman

Dalam LHP BPK Perwakilan
Sumbat bernomor: 45/ LHP/XVIII
PDG/1072016 proyek it dilaksanakan
den aran tahun 2014 sehanyak
Rp6.523.666.300, sementara tahun
2015 jumlafinya mencapai Rpl6
116.266.000. Sed
anggaran tahun 2016, sejauh ini belum
ada laporan konkretnya.

Untuk tahun 2013, dilakukan
pergantian lahan dan tanaman kepada
masyarakat. Sement
terdapat pada pos anggara
senilai Rp6 523.666.300. Namun
masyarakat s

mereka tak lagi menerima ganti
Auditor BPK RI juga mene
21 orang yang nar

2014 \JT\“ direalisasikan Lth\ 7(H 3
dengin jumlah
666.300. Artinyi, ada yang dibayatkan
lebih dari satu kali untuk pembayaran

i rug. pada laban va .
Sederet temuan i, ternyata ¢
mempengaruhi pembetian opini WTP
pada laporan keuangan Pemprov
Sumbar

Seperti dibe
saat menya

1mnya,

kan Wakil Ketua DPRD
Sumbar, Arkadius, mengatakan
Keberhasilan tata kelola Keuangantidik
semata-mata ditunjukkan dari opin
WP, tetapi juga diliit dast inda
Ianjut pemda atas perbaikan
dirckomendasikan BPK, termasu
sekomendiasi perbaikan yang diberik
DPRD, sehingga perbaikan
nyelenggaraan pemerintahan bisa te:
dilakukan

Sementaca ity mantan Ketua BPK
RI, Harry Azhar Aziz, mengatakan
salah satu indikator keberhasilan
laporan keuangan bila memperolch
opini WTP dari BPK. Namun, opini
WTP bukan segalanya, artinya upaya
memperoleh apini WTP hendaknya
seiring dengan upaya pencapaiin
Kineja y & dalam pn
keuan

n

alnya upaya meraih WP jiga
diba u aya untuk mien
capai : ik, tidak
Korupsi o rakyatnya kian
era.” wjarnya seperti dikutip Antar
news.com, 6 Februart 2017, {0
Gur Besar Fakultas Ekonomi Uni
n Tan, WTP tidak berhubu
4 langsung dengan tin
fhieraan masyarakat

WTP hanya alat antuk inek
audit untok mengavasi apakah ;

ukan

DPRD Sumbar
Badan Per
Isma Ya

masuk WP, merupakan perny
profesional pemeriksa mengenai ke-
wajuran laporan kewangan, bukan
merupakan jaminan tidak adanyi
penyimpangan yang ditemui atiupun
kems

Pernyatn Isma
terkait adanya temuan seni
wi. DED kons-
Ksi jembatan Rp34.2 miliar, be
bahan bakar minyak (BBM) ¢
perangkat dacrali (OPD) Rp1 .2
Latiat DPRD Sumbar
. m\n,‘ alattalis kantor

Azhar it
an hend
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bisa tnnf
tain-luin. Lebih baik manfaatkan dana
daerah untuk kegiatan produkii yang
bisa meningkatkan kescjabier
masyarakat. Yan mhn!mug.m\uu
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s
pada DED konsts

3 juta.

BBN
belanja sckretarial DPRD Suwr
BPK menilai belunja tersebut tidak
wajar. Lali, belanja ATK dan
bahian habis pakai pad 11 OPD. BPK
tidak menemukan bukti lengkay
belanja tersebut. Sementara ite, pada

BPK meng;
bentuk Ketidu
peraturan perunds
masuk di dalamnya bara
Pemprov Sumb:

tidak by

Sementara itu, Gubernur Sumbar
Trwan P
opini WTP pa
2016, Pemprov Su

junlih

kesempatan kerji, mening
jumlah uang yang beredar di suatu
dacrah, meningkatnya jumlah inves-
asi, meningkatnya keterampilan
Kat. meningkatnya dunia
tturnya

smasyarakat Sumbar, Firw
akui bahwat ,mmu
Iebil
. provinsi-provinsi i d
Sumatrz. Hal ita terlihat dari pen-

suara dacrah tidak bisa dilepaskan day
B apatan pes

Sumbar lebih rendah daripada
L.rmv, Sumatra Uta matra
Selatan, Bungka. Beli lan Riau

¢ daripada sumber diya
r, bayak duerah yang



